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Skripsi ini membahas mengena adanya dugaan praktek Perjanjian Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) non subsidi oleh enam pelaku usaharitel di Indonesia. Ruang lingkup pembahasan terkait bagaimana
mekanisme pembuktian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Kasus Dugaan Price Fixing
Agreement, dan apakah penetapan harga BBM yang tidak proporsional dengan pergerakan harga minyak
mentah dunia mengindikasikan terjadinya praktik price fixing agreement sesuai Pasal 5 UU No. 5 Tahun
1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Dalam analisis,
mekanisme pembuktian KPPU mengacu pada ketentuan alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 42 UU No. 5
Tahun 1999 dan analisa bukti-bukti tidak langsung (bukti ekonomi dan bukti komunikasi) sebagai bukti
petunjuk (dalam perkembangan disesuaikan pada Pasal 57 Perkom No. 1 Tahun 2019). Terkadang bukti-
bukti tidak langsung yang disajikan KPPU sebagai bukti petunjuk masih dinilai lemah oleh hakim di lingkup
peradilan umum dan belum dapat dijadikan bukti petunjuk yang sah berdasarkan Pasal 42 UU No. 5 Tahun
1999. Untuk itu, guna menghindari perbedaan penafsiran perlu dilakukan penjelasan Iebih mendetil dalam
Perkom No. 1 Tahun 2019 agar bukti-bukti tidak langsung dapat diterima dan diakui di lingkup peradilan
umum. Terkait tidak proporsionalnya pergerakan harga minyak mentah dunia dengan hargajual eceran
BBM di Indonesia, mengindikasikan terjadinya praktik perjanjian penetapan harga. Hal ini dianalisis
berdasarkan uraian unsurunsur Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dan fakta-fakta sebagai bukti ekonomi.
Namun, perlu dilakukan tinjauan |ebih mendalam untuk menemukan bukti-bukti lain yang lebih
komprehensif agar indikasi tersebut dapat dibuktikan secarajelas dan terang.

...... This research focuses on the presumption of price fixing agreement practice on Non-Subsidized General
Fuel Price among six fuel retail companiesin Indonesia. The scope of the discussion includes KPPU
mechanism in verifying price fixing agreement cases and whether the fuel price establishment that isnot in
proportion to the crude oil prices fluctuation indicates price fixing agreement practice which is prohibited
under Article 5 Law No. 5 of 1999. Thisis ajuridical-normative research with qualitative data anaysis
method. This research shows that KPPU refers to admissible types of evidence that is regulated under
Article 42 Law No. 5 of 1999 and also indirect evidience (economic and communication evidence) as part of
indication evidence (later being adjusted in The Commission Act No. 1 of 2019, Article 57) in verifying
price fixing cases. Sometimes the indirect evidence being

served by KPPU is still considered weak and cannot be categorized as part of legitimate indication evidence
by the court. Therefore, there is aneed for assertion in The 2019 Commission Act regarding the acceptance
of economic and communication evidence as part of indication evidence in court. This research also shows
that the fuel price establishment that is not in proportion to the crude oil prices fluctuation indicates price
fixing agreement practice which is analyzed through the elements of Article5 Law No. 5 of 1999 and
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tangible facts as economic evidence. However, it is necessary to conduct in depth observation to support
more
comprehensive proofs of the indication.



